MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 Tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG, BUPATI MAGELANG,
Menimbang: Menimbang:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan |a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Tahun Anggaran 2023 yang memenuhi 5 T yaitu
Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan
Tepat Manfaat, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan
Tahun Anggaran 2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;

b.

pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 yang efektif
dan efisien sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan Peraturan
Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;

bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah disusun untuk
mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Standar Harga Satuan
Honorarium, Biaya Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas, Biaya
Kegiatan, Biaya Barang dan Jasa, yang disesuaikan dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;

bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan
memberikan dasar hukum pelaksanaan Standar Harga Satuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati
Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, hururf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

Mengingat:

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur = Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

10.  Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK | Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KABUPATEN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023. 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2024.
Pasal 1 Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang merupakan
petunjuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023
Nomor 8) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 2
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Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Belanja Pegawai,

b. Belanja Barang dan Jasa; dan

c. Belanja Modal.

Pasal 3

(1) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGORGANISASIAN
BAB Il PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAB IV PENGENDALIAN KINERJA
BAB V PENUTUP

(2) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magelang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 November 2022
BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI MAGELANG,
ttd
ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 November 2022

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
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ttd ttd
ADI WARYANTO ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023
NOMOR 59 NOMOR 34
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